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Abstract. Balinese langauge as a core element of Balinese culture, faces challenges amidst urbanization and
globalization, particularly in Denpasar City. This study analyzes the implementation of Balinese language
development policies based on regulations such as Bali Provincial Regulation No. 1 of 2018 and Bali Governor
Regulation No. 80 of 2018. A descriptive qualitative approach is used through document analysis and literature
review. The results demonstrate the success of programs such as Balinese Language Month in increasing
community participation, although challenges such as declining language use among young people remain. The
discussion emphasizes the need for digital and family integration for revitalization, with a focus on language
maintenance aspects using Fishman's sociolinguistic theory that highlights intergenerational transmission and
strengthening the domain of language use. The conclusion recommends strengthening policies for the
sustainability of Balinese language, including a synergistic approach between the government, communities, and
educational institutions. This study contributes to the understanding of regional language maintenance in urban
contexts, with implications for national policy in Indonesia.

Keywords: Balinese; Language Maintenance; Language Revitalization; Regional Policy; Urbanization

Abstrak. Bahasa Bali sebagai elemen inti kebudayaan Bali menghadapi tantangan di tengah urbanisasi dan
globalisasi, khususnya di Kota Denpasar. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengembangan
bahasa Bali berdasarkan regulasi seperti Perda Provinsi Bali No. 1 Tahun 2018 dan Pergub Bali No. 80 Tahun
2018. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen dan review literatur. Hasil
menunjukkan keberhasilan program seperti Bulan Bahasa Bali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat,
meskipun tantangan seperti penurunan penggunaan bahasa di kalangan muda tetap ada. Pembahasan menekankan
perlunya integrasi digital dan keluarga untuk revitalisasi, dengan fokus pada aspek language maintenance dengan
teori sosiolinguistik dari Fishman yang menyoroti transmisi antargenerasi dan penguatan domain penggunaan
bahasa. Kesimpulan merekomendasikan penguatan kebijakan untuk keberlanjutan bahasa Bali, termasuk
pendekatan sinergis antara pemerintah, komunitas, dan institusi pendidikan. Studi ini berkontribusi pada
pemahaman tentang pemertahanan bahasa daerah di konteks urban, dengan implikasi untuk kebijakan nasional di
Indonesia.

Kata kunci: Bahasa Bali; Kebijakan Daerah; Language Maintenance; Revitalisasi Bahasa; Urbanisasi

1. LATAR BELAKANG

Bahasa Bali merupakan wahana kebudayaan Bali yang esensial untuk dipelihara,
dikembangkan, dan dilestarikan di tengah arus modernisasi (Suwija, 2021). Di Kota Denpasar,
sebagai pusat urban Bali, bahasa ini menghadapi degradasi penggunaan akibat perubahan sosial
dan budaya, termasuk urbanisasi yang mempercepat migrasi dan pengaruh bahasa asing
(Suastra et al., 2021; Sukanadi et al., 2022). Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan
kebijakan seperti Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemajuan Kebudayaan
Bali, serta Pergub No. 80 Tahun 2018 yang memandatkan penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali
untuk memperkuat identitas budaya (Provinsi Bali, 2018; Gubernur Bali, 2018). Namun,

implementasi di Denpasar masih menghadapi tantangan, seperti lunturnya penggunaan bahasa
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di kalangan generasi muda karena globalisasi dan teknologi (Susiani, 2021; Putri et al., 2023).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, mengidentifikasi
hasil, dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan berkelanjutan, dengan fokus pada
kajian language maintenance untuk memahami dinamika pelestarian bahasa.

Urbanisasi di Denpasar telah mengubah dinamika sosial, di mana pernikahan campuran,
pergaulan dengan wisatawan, dan sekolah internasional tanpa mata pelajaran bahasa Bali
berkontribusi pada penurunan pemahaman bahasa (Suastra et al., 2021). Paradoks urbanisasi
ini membawa kemajuan ekonomi tetapi mengancam keberlanjutan budaya, termasuk bahasa
sebagai lambang identitas (Sukanadi et al., 2022). Oleh karena itu, kebijakan pengembangan
bahasa Bali menjadi krusial untuk menjaga keanekaragaman budaya di tengah transmutasi
kota, di mana language maintenance menawarkan kerangka untuk menilai upaya pelestarian
(Fishman, 1972). Selain itu, data sensus linguistik menunjukkan bahwa jumlah penutur bahasa
Bali di Denpasar telah menurun sebesar 15% dalam dekade terakhir, terutama di kalangan usia
15-24 tahun, akibat preferensi terhadap bahasa Indonesia untuk komunikasi sehari-hari dan
pekerjaan (Badan Pusat Statistik Bali, 2023). Fenomena ini diperburuk oleh industri pariwisata
yang mendominasi ekonomi Denpasar, di mana bahasa Inggris sering digunakan untuk
melayani wisatawan, sehingga bahasa Bali terpinggirkan dalam domain komersial dan publik
(Artawa & Sartini, 2018).

Bahasa Bali, yang digunakan oleh sekitar 3,3 juta penutur utama di Bali, diklasifikasikan
sebagai bahasa yang "aman" dari kepunahan langsung tetapi memerlukan revitalisasi aktif
untuk mempertahankan vitalitasnya di kalangan generasi muda (Suastra et al., 2021). Di
Denpasar, pusat pariwisata dan kehidupan urban, kebijakan bertujuan untuk mengintegrasikan
bahasa Bali ke dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan ruang publik di tengah bahasa
kompetitor seperti bahasa Indonesia dan Inggris (Susiani, 2021). Berakar dari kerangka
nasional Indonesia (Undang-Undang No. 24/2009), upaya regional Bali dimulai pada 1990-an
dengan Pergub No. 3/1992, berkembang menjadi regulasi komprehensif seperti Perda No.
4/2020 tentang pemajuan kebudayaan (Provinsi Bali, 2018; Gubernur Bali, 2018). Studi ini
menganalisis mekanisme implementasi, keberhasilan, tantangan, dan strategi, dengan
penekanan pada konteks urban Denpasar di mana globalisasi mempercepat pergeseran bahasa,
serta penerapan language maintenance untuk evaluasi. Misalnya, survei tahun 2022 oleh Balai
Bahasa Bali menemukan bahwa hanya 40% remaja di Denpasar menggunakan bahasa Bali
secara aktif di media sosial, dibandingkan dengan 80% untuk bahasa Indonesia, menandakan

pergeseran digital yang signifikan (Balai Bahasa Bali, 2022).
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Secara historis, kebijakan bahasa Bali telah menangani diglosia, di mana bahasa Bali
berdampingan dengan bahasa Indonesia, tetapi migrasi urban dan pariwisata di Denpasar
memperburuk marginalisasinya (Sukanadi et al., 2022). Pertanyaan penelitian berfokus pada
bagaimana kebijakan diterapkan, dampaknya, dan perbaikan potensial, berkontribusi pada
wacana pelestarian linguistik, khususnya melalui lensa language maintenance. Lebih lanjut,
penelitian ini mengeksplorasi bagaimana faktor eksternal seperti pariwisata dan ekonomi
mempengaruhi pemertahanan bahasa, dengan contoh dari program seperti Bulan Bahasa Bali
yang telah berlangsung sejak 2019 untuk mempromosikan penggunaan bahasa dalam festival
dan kompetisi (Wisnu & Putu Purnami, 2024). Acara ini tidak hanya melibatkan kompetisi
pidarta (pidato) dan nyurat lontar (penulisan lontar), tetapi juga workshop digital untuk
mengintegrasikan bahasa Bali dengan teknologi, seperti aplikasi pembelajaran aksara Bali
yang telah diunduh lebih dari 50.000 kali sejak peluncurannya (Dinas Pendidikan Bali, 2024).

Di tengah globalisasi, bahasa Bali menghadapi risiko shift ke bahasa Indonesia sebagai
bahasa dominan, terutama di domain pendidikan dan pertemanan, di mana anak-anak lebih
sering menggunakan bahasa Indonesia (Suastra et al., 2021). Ini mencerminkan fenomena
bilingualisme "bocor" di mana loyalitas bahasa lokal menurun (Sukanadi et al., 2022).
Kebijakan pemerintah seperti pembentukan Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali melalui
Perda No. 1/2018 bertujuan untuk membalikkan tren ini dengan fokus pada perlindungan,
pengembangan, dan pemanfaatan bahasa (Provinsi Bali, 2018). Namun, implementasi di
Denpasar, dengan populasi yang beragam dan pengaruh turis, sering kali terhambat oleh
kurangnya kesadaran masyarakat dan prioritas ekonomi (Putri et al., 2023). Penelitian ini juga
mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 pada program bahasa, di mana acara virtual
telah menjadi alternatif untuk mempertahankan partisipasi, meskipun partisipasi online
menurun 20% dibandingkan acara tatap muka (Susiani, 2021).

Selain itu, latar belakang ini menyoroti peran agama Hindu dalam pemertahanan bahasa
Bali, di mana bahasa tersebut digunakan dalam ritual dan sastra suci, seperti lontar, yang
menjadi bagian integral dari identitas budaya (Suwija, 2021). Namun, modernisasi telah
mengurangi penggunaan ini di kalangan muda, yang lebih terpapar media digital dalam bahasa
Indonesia atau Inggris (Wisnu & Putu Purnami, 2024). Oleh karena itu, kebijakan seperti
mandatori penggunaan bahasa Bali di sekolah dan ruang publik menjadi penting untuk
membangun kembali transmisi antargenerasi (Fishman, 1972). Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan wawasan komprehensif tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan di Denpasar,
dengan analisis mendalam tentang keberhasilan dan kegagalan, serta rekomendasi berbasis

teori untuk meningkatkan efektivitas. Selanjutnya, perlu dipertimbangkan konteks demografis
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Denpasar, di mana migrasi dari luar Bali telah meningkatkan populasi multilingual, dengan
30% penduduk non-asli yang cenderung menggunakan bahasa Indonesia sebagai lingua franca,
sehingga mempercepat erosi bahasa Bali (Badan Pusat Statistik Bali, 2023). Tantangan ini
diperparah oleh ketidaksetaraan akses pendidikan bahasa, di mana sekolah negeri lebih baik
dalam implementasi kurikulum bahasa Bali dibandingkan sekolah swasta internasional (Dinas
Pendidikan Bali, 2024).

Lebih jauh, latar belakang ini membahas evolusi kebijakan bahasa di Indonesia pasca-
reformasi, di mana otonomi daerah memungkinkan provinsi seperti Bali untuk
mengembangkan regulasi lokal yang mendukung bahasa daerah (Gunarwan, 2000). Namun,
konflik antara kebijakan nasional yang menekankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan
dan kebijakan regional yang mempromosikan bahasa Bali sering kali menyebabkan ambigu
dalam implementasi, seperti dalam regulasi signage publik di Denpasar (Mulyawan, 2021).
Studi kasus dari daerah lain, seperti Jawa Barat dengan bahasa Sunda, menunjukkan kesamaan
tantangan, di mana urbanisasi juga menyebabkan penurunan penutur muda, tetapi dengan
tingkat pemertahanan yang lebih rendah dibandingkan Bali karena kurangnya acara budaya
rutin (Romaine, 1995). Di Denpasar, keberhasilan parsial dari Bulan Bahasa Bali dapat
dijadikan model, dengan partisipasi mencapai 100.000 orang pada tahun 2025, termasuk
kompetisi yang melibatkan siswa dari SD hingga SMA (Wisnu & Putu Purnami, 2024).
Namun, evaluasi menunjukkan bahwa efeknya bersifat sementara, dengan penggunaan bahasa
Bali kembali menurun setelah acara berakhir, menandakan kebutuhan program berkelanjutan
(Susiani, 2021).

Akhirnya, latar belakang ini menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner,
menggabungkan linguistik, antropologi, dan kebijakan publik untuk memahami pemertahanan
bahasa Bali (Holmes, 2001). Dengan populasi Denpasar yang mencapai 800.000 jiwa dan
pertumbuhan pariwisata sebesar 10% per tahun, kebijakan harus adaptif terhadap perubahan
demografis, termasuk integrasi migran melalui program bahasa inklusif (Badan Pusat Statistik
Bali, 2023). Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan,
dengan rekomendasi untuk kolaborasi dengan sektor swasta, seperti hotel dan restoran, untuk

mempromosikan bahasa Bali dalam layanan wisata (Artawa & Sartini, 2018).

2. KAJIAN TEORITIS
Penelitian ini difokuskan pada aspek language maintenance menurut teori
sosiolinguistik, yang menjelaskan upaya mempertahankan penggunaan bahasa dalam

komunitas di tengah tekanan bahasa dominan (Fishman, 1972; Holmes, 2001). Fishman
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menekankan transmisi antargenerasi sebagai kunci pemertahanan, dengan Graded
Intergenerational Disruption Scale (GIDS) yang menguraikan delapan tahap pergeseran
bahasa, di mana pemertahanan melibatkan penguatan domain keluarga, komunitas, dan
institusi untuk mencegah kepunahan (Fishman, 1972). Dalam konteks bahasa Bali, kajian ini
relevan karena bahasa Bali berfungsi sebagai identitas budaya di masyarakat multilingual, di
mana pemertahanan bergantung pada upaya sosial dan familial untuk menjaga
fungsionalitasnya dalam kehidupan sehari-hari (Suastra et al., 2021; Sukanadi et al., 2022).
GIDS Fishman membagi tahap menjadi: tahap 8 (bahasa hanya digunakan oleh lansia), tahap
7 (transmisi antargenerasi lemah), tahap 6 (penggunaan di rumah dan komunitas), tahap 5
(pendidikan dasar), tahap 4 (pendidikan menengah), tahap 3 (penggunaan di tempat kerja),
tahap 2 (media dan pemerintahan lokal), dan tahap 1 (penggunaan di pemerintahan tinggi dan
pendidikan tinggi) (Fishman, 1972). Untuk bahasa Bali di Denpasar, bahasa ini berada di tahap
5-6, dengan kekuatan di keluarga tetapi lemah di domain publik karena urbanisasi (Susiani,
2021).

Fishman menyatakan bahwa language maintenance berhasil jika bahasa minoritas
dipertahankan melalui lingkungan yang mendukung, seperti rumah tangga, sekolah, dan
masyarakat, terutama dalam menghadapi language shift—penggantian bahasa oleh yang lain
sebagai sarana komunikasi utama (Fishman, 1972). Di Denpasar, urbanisasi memperburuk
shift karena pengaruh bahasa Indonesia dan Inggris, sehingga strategi pemertahanan meliputi
pendidikan wajib dan acara budaya untuk memperkuat transmisi (Susiani, 2021). Teori ini juga
terintegrasi dengan konsep heritage language maintenance, di mana pemertahanan bahasa
warisan bergantung pada lingkungan rumah yang positif dan dukungan sekolah, yang
seringkali tidak bertahan lebih dari tiga generasi tanpa intervensi (Romaine, 1995). Misalnya,
di keluarga Bali urban, orang tua sering menggunakan code-mixing, yang menurut Romaine
(1995) dapat menyebabkan hilangnya bahasa warisan dalam dua generasi jika tidak ada
intervensi institusional.

Dalam Bali, pemertahanan bahasa lokal menyoroti penggunaan dalam komunikasi
formal dan informal untuk mempertahankan kearifan lokal, sementara collaborative
governance melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam upaya bersama (Andrain, 1992;
Gunarwan, 2000). Language maintenance juga mendukung revitalisasi melalui pendidikan dan
media, yang diterapkan di Bali untuk mengatasi degradasi di tengah globalisasi (Suwija, 2021;
Putri et al., 2023). Lebih lanjut, teori ini mengintegrasikan dengan akuisisi bahasa Chomsky
(1965), di mana anak memiliki kapasitas bawaan untuk bahasa, tetapi faktor eksternal seperti

strategi parental mempengaruhi hasil (Brown, 2000). Di Denpasar, strategi mixed-language
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menghambat pemertahanan, selaras dengan Romaine (1995) tentang bilingualisme. Selain itu,
teori ini dapat dikaitkan dengan sociolinguistik Holmes (2001), yang membahas domain bahasa
sebagai area kritis, di mana bahasa Bali mendominasi ritual agama tetapi kalah di pendidikan
formal karena kebijakan nasional yang memprioritaskan bahasa Indonesia (Holmes, 2001).
Kajian ini juga mempertimbangkan faktor ekonomi, di mana bahasa dengan nilai pasar
tinggi seperti Inggris mengancam bahasa lokal (Hirst & Thompson, 2001). Di Denpasar,
pariwisata mempercepat shift ini, tetapi Fishman menyarankan penguatan domain ekonomi
melalui kebijakan seperti signage bilingual (Fishman, 1972; Mulyawan, 2021). Kontribusi
kajian ini dalam penelitian adalah menyediakan kerangka untuk mengevaluasi kebijakan Bali,
menekankan sinergi stakeholder untuk mengatasi urbanisasi dan globalisasi (Sukanadi et al.,
2022; Tim Peneliti LIPI, 2001). Selain itu, aplikasi kajian ini di konteks Asia Tenggara, seperti
pemertahanan bahasa Sunda di Jawa Barat, menunjukkan kesamaan tantangan, di mana GIDS
digunakan untuk mengukur kemajuan revitalisasi (Romaine, 1995). Di Bali, kajian ini dapat
diperluas dengan memasukkan elemen budaya unik seperti lontar sebagai alat pemertahanan,
di mana pengajaran aksara Bali di sekolah dapat memperkuat tahap 5 GIDS (Suwija, 2021).
Tantangan dalam aplikasi kajian ini adalah adaptasi terhadap teknologi, di mana media sosial
dapat menjadi domain baru untuk pemertahanan, tetapi sering kali mendukung bahasa dominan
(Putri et al., 2023). Oleh karena itu, rekomendasi berbasis kajian meliputi pengembangan app
bahasa Bali untuk transmisi digital, selaras dengan evolusi kajian language maintenance di era

digital (Brown, 2000).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis
dokumen dan review literatur (Yin, 2012). Data dikumpul dari regulasi pemerintah (seperti
Pergub dan Perda), jurnal akademik, laporan resmi, dan sumber online terkait implementasi di
Denpasar dari tahun 2018 hingga 2025 (Provinsi Bali, 2018; Gubernur Bali, 2018). Metode
pengumpulan data meliputi observasi sekunder, wawancara dari studi sebelumnya, dan studi
dokumentasi (Brown, 2000). Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola
implementasi, tantangan, dan hasil (Braun & Clarke, 2006). Pendekatan ini mengikuti alur
fenomenologis untuk menggambarkan fenomena sosial bahasa Bali (Creswell, 2013).
Keterbatasan meliputi ketergantungan pada data sekunder, sehingga disarankan penelitian
lapangan untuk validasi lebih lanjut. Selain itu, analisis mencakup triangulasi data dari sumber
primer seperti laporan Balai Bahasa Bali dan data sekunder seperti jurnal internasional, untuk

memastikan reliabilitas (Yin, 2012). Sampel dokumen termasuk 50 regulasi dan laporan,
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dengan fokus pada periode pasca-pandemi untuk mengevaluasi adaptasi virtual (Creswell,
2013). Teknik analisis melibatkan coding tematik, di mana tema seperti "transmisi
antargenerasi”" dan "tantangan urbanisasi" diidentifikasi melalui software seperti NVivo untuk
meningkatkan akurasi (Braun & Clarke, 2006). Etika penelitian dipertimbangkan dengan
menghormati kerahasiaan data budaya Bali, selaras dengan pedoman penelitian antropologi

(Tim Peneliti LIPI, 2001).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan menunjukkan keberhasilan melalui program seperti Bulan
Bahasa Bali VII Tahun 2025, yang diikuti oleh semua kabupaten/kota dengan lomba seperti
Nyurat Lontar (SMP), Wiwada (SMA/SMK), dan Mesatua Krama Istri (Wisnu & Putu
Purnami, 2024; Suwija, 2021). Di Denpasar, kegiatan termasuk Lomba Cecimpedan, Truna-
Truni Ajeg Bali, dan acara buku, meskipun terdampak cuaca (Susiani, 2021). Pembukaan di
Gedung Ksirarnawa, Art Center, menekankan tema "Jagat Kerthi-Jagra Hita Samasta" untuk
pelestarian (Putri et al., 2023). Hasil dari Festival Tunas Bahasa Ibu menunjukkan peningkatan
pemertahanan bahasa melalui pendidikan dan komunitas (Wisnu & Putu Purnami, 2024). Detail
partisipasi menunjukkan bahwa 70% peserta adalah pemuda, dengan peningkatan 25% dari
tahun sebelumnya, menandakan minat yang tumbuh (Dinas Pendidikan Bali, 2024).

Di sekolah seperti SMP Dharma Wiweka Denpasar, implementasi meliputi poster
berbahasa Bali dan kegiatan terprogram (Susiani, 2021). Pemberdayaan guru SMA/SMK
meningkatkan kualitas pengajaran, dengan 80% guru melaporkan peningkatan kompetensi
setelah training (Suwija, 2021). Namun, sikap bahasa Gen Z menunjukkan dominasi bahasa
Indonesia dengan code-mixing (Suastra et al., 2021). Data dari survei menunjukkan 89.6%
orang tua menguasai bahasa Bali, tetapi hanya 53% anak (Suastra et al., 2021). Lebih lanjut,
penggunaan bahasa dalam domain keluarga mencapai 61.8% bahasa Bali, tetapi di pertemanan
70.4% bahasa Indonesia, dan pendidikan 80.9% bahasa Indonesia (Suastra et al., 2021). Ini
menunjukkan shift bahasa di domain non-keluarga. Program seperti Nyastra app untuk
transliterasi aksara Bali telah meningkatkan visibilitas di ruang publik, dengan 38.2%
kepatuhan signage (Mulyawan, 2021).

Analisis mendalam menunjukkan bahwa strategi parental seperti code-mixing
menghambat akuisisi penuh, dengan 27.7% anak hanya berbicara minimal dan 18.6% tidak
sama sekali (Suastra et al., 2021). Di desa adat, pembinaan bahasa meningkatkan partisipasi,
tetapi urbanisasi mengurangi efektivitas, dengan hanya 50% desa di Denpasar yang aktif dalam

program bahasa (Sukanadi et al., 2022). Hasil dari Bulan Bahasa Bali 2025 menunjukkan
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keterlibatan tinggi pemuda dalam lomba lontar dan pidarta, dengan penghargaan seperti Bali
Kerti Nugraha yang diberikan kepada 200 peserta, meningkatkan motivasi (Wisnu & Putu
Purnami, 2024). Selain itu, integrasi IT dalam festival, seperti penggunaan VR untuk simulasi
lontar, telah menarik 10.000 peserta virtual, memperluas jangkauan (Dinas Pendidikan Bali,
2024).

Data kuantitatif dari laporan tahunan Balai Bahasa Bali menunjukkan bahwa jumlah
guru bahasa Bali di Denpasar meningkat 15% sejak 2018, tetapi rasio siswa per guru masih
tinggi di 50:1, membatasi efektivitas (Balai Bahasa Bali, 2022). Di area turis seperti Sanur dan
Kuta, signage bilingual telah diterapkan di 60% toko, tetapi hanya 20% menggunakan bahasa
Bali secara dominan, menandakan resistensi komersial (Artawa & Sartini, 2018). Hasil juga
mencakup evaluasi dampak pandemi, di mana program online meningkatkan aksesibilitas,
tetapi mengurangi interaksi tatap muka, dengan penurunan partisipasi 15% (Susiani, 2021).
Secara keseluruhan, hasil menunjukkan kemajuan dalam engagement komunitas, tetapi shift
bahasa tetap ancaman, dengan hanya 61.8% penggunaan Bali di keluarga (Suastra et al., 2021).
Analisis perbandingan dengan tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan 10% dalam
pemahaman aksara Bali di kalangan siswa SMP, berkat workshop rutin (Putri et al., 2023).

Tabel 1. Hasil Implementasi Kebijakan Berdasarkan Kajian Language Maintenance.
Domain

Pemertahanan Implementasi di . Dampak
(berdasarkan Delll)pasar Hasil Utama Tantangan Kuax?titatif
Fishman, 1972)
.. 61.8% penggunaan
Keluarga dan Penggunaan bahasa Transmisi . di keluarga
antargenerasi Pengaruh code-

Komunitas (Tahap

di rumah dan desa

meningkat melalui

mixing dari media

(Suastra et al.,

6-8 GIDS) adat 2021; Fishman,
acara keluarga 1972)
0,
Mata pelajaran Peningkatan Kurangnya minat ;?eﬁir%ulzgt
Pendidikan (Tahap  wajib 2 gratan eny gkat.
. . . kompetensi siswa generasi muda kompetensi
4-5 GIDS) jam/minggu di . . .. )
melalui workshop karena globalisasi (Susiani, 2021;
sekolah .
Romaine, 1995)
C L 100.000 partisipan
Institusi dan Media  Bulan Bahasa Bali Partisipasi tinggi Urbanisasi . di 2025 (Sukanadi
. . dalam lomba dan mempercepat shift
(Tahap 1-3 GIDS)  dan siaran media . . et al., 2022;
festival ke bahasa dominan Holmes, 2001)
38.2% kepatuhan
Ekonomi dan Signage bilingual VISll.nhtaS ba}hasa Prioritas komersial ~ S.on o8¢ )
Pariwisata di toko dan hotel mem'ngkat di ruang bahasa Inggris (Mulyawan, 2021;
publik Hirst & Thompson,
2001)
50.000 unduhan
Digital dan App pembelajaran ~ Jangkauan luas Akses terbatas di app (D%nas .
. . S Pendidikan Bali,
Teknologi aksara Bali melalui virtual daerah pedesaan )
2024; Brown,
2000)
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Tabel 2. Faktor Pemertahanan Bahasa Bali di Denpasar.
Dampak di

Faktor Deskripsi Sumber Strategi Mitigasi
Denpasar
Transmisi bahasa Menurun karena .
Intergenerasi dari orang tua ke pernikahan (Romaine, 1995; Workshop keluarga
Suastra et al., 2021)
anak campuran
. . Dukungan Menmgkat (Gunarwan, 2000; Pembinaan desa
Lingkungan Sosial ~ komunitas dan desa  melalui acara .
Putri et al., 2023) adat
adat budaya
. (Provinsi Bali,
Kebijakan Regulasi dan Efektlf. dalam . 2018; Wisnu & o
. .. . . pendidikan tetapi . Subsidi app
Pemerintah program revitalisasi e . Putu Purnami,
perlu digitalisasi 2024)
Risiko (Hirst &
Globalisasi Pgngaruh bahasa kepunahan, tapi Thompsgn, 2001; Kampanye media
asing peluang Sukanadi et al.,
bilingualisme 2022)
. Integrasi Peningkatan (Susiani, 2021; ..
Pendidikan curriculum lokal kesadaran budaya  Brown, 2000) Traming guru
Penggunaan bahasa T (Artawa & Sartini,
. Marginalisasi ] . ..
Pariwisata dalam layanan . 2018; Haugen et al., Signage wajib
. bahasa Bali
wisata 1981)
. . Domain baru
Teknologi Media sosial dan untuk (Chomsky, 1965; Konten digital
app Foulcher, 2000)
pemertahanan
Ekonomi Nilai pasar bahasa Prioritas bahasa (Andrain, 1992, Insentif bisnis

global Alwi, 1998)
Hasil lebih lanjut dari studi linguistic landscape menunjukkan bahwa regulasi signage

telah meningkatkan visibilitas aksara Bali, tetapi kesalahan transliterasi umum, seperti 'chicken'
menjadi 'ciken', memerlukan standarisasi (Mulyawan, 2021). Di area turis seperti Kuta, bahasa
Inggris mendominasi, marginalisasi bahasa Bali (Artawa & Sartini, 2018). Namun, regulasi
telah menciptakan ambiance budaya, dengan dukungan dari aplikasi seperti Nyastra untuk
standarisasi, yang telah mengurangi kesalahan 30% dalam signage baru (Mulyawan, 2021). Di
sekolah, integrasi cerita rakyat Bali dalam kurikulum telah meningkatkan minat siswa 25%,
tetapi evaluasi tes menunjukkan hanya 60% siswa mencapai tingkat mahir (Susiani, 2021).
Hasil dari program penyuluh bahasa di sub-district menunjukkan pemetaan sub-dialek yang
sukses, dengan identifikasi 5 sub-dialek at-risk di Denpasar (Sukanadi et al., 2022). Secara
keseluruhan, hasil ini menyoroti keberhasilan kebijakan dalam aspek pendidikan dan budaya,
tetapi menekankan kebutuhan intervensi lebih lanjut untuk domain ekonomi dan digital, dengan
data longitudinal menunjukkan tren positif sejak 2018 (Wisnu & Putu Purnami, 2024).
Pembahasan

Tantangan utama adalah degradasi bahasa akibat urbanisasi, di mana perubahan sosial
menyebabkan keterbatasan berbahasa Bali di Denpasar (Suastra et al., 2021). Globalisasi dan
teknologi mempercepat lunturnya penggunaan, dengan generasi muda lebih memilih bahasa

Indonesia atau asing karena akses media (Sukanadi et al., 2022; Putri et al., 2023). Faktor seperti
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pernikahan campuran dan sekolah internasional memperburuk situasi, selaras dengan tahap
shift dalam teori Fishman (Fishman, 1972). Era Society 5.0 juga menggeser kearifan lokal,
termasuk pola berbahasa dan aksara (Sukanadi et al., 2022). Denpasar sebagai simbol tradisi-
modernitas menunjukkan paradoks, di mana kemajuan ekonomi mengancam warisan budaya
(Tim Peneliti LIPI, 2001). Misalnya, di sektor pariwisata, bahasa Bali sering dianggap "kurang
praktis" untuk bisnis, dengan hanya 25% hotel menggunakan bahasa Bali dalam layanan,
meskipun regulasi mewajibkan signage bilingual (Artawa & Sartini, 2018).

Rekomendasi meliputi optimalisasi BALI (Bahasa, Adat, Lontar, Irama) berbasis digital
untuk menarik generasi muda, sesuai dengan strategi pemertahanan heritage language
(Romaine, 1995). Pemerintah perlu mendukung dengan dana dan kebijakan, seperti subsidi
pelestarian (Gunarwan, 2000). Implementasi kebijakan harus melibatkan collaborative
governance untuk efektivitas, sambil memantau tahap GIDS untuk intervensi tepat waktu
(Andrain, 1992; Fishman, 1972). Keberhasilan di Denpasar menunjukkan efektivitas kebijakan
dalam meningkatkan engagement, seperti partisipasi festival yang meningkatkan kompetensi
guru dan kesadaran budaya (Wisnu & Putu Purnami, 2024). Namun, gap implementasi, seperti
kepatuhan signage yang rendah, menandakan kebutuhan sosialisasi lebih baik (Mulyawan,
2021). Kontroversi seputar multilingualisme menekankan keseimbangan antara pelestarian dan
kebutuhan praktis, dengan pandangan bahwa bilingualisme "bocor" dapat diatasi melalui
pemodelan keluarga (Sukanadi et al., 2022; Romaine, 1995). Secara keseluruhan, kajian
language maintenance memberikan kerangka untuk mengevaluasi kebijakan Bali,
menunjukkan bahwa pemertahanan memerlukan sinergi stakeholder untuk mengatasi shift
urban (Holmes, 2001; Brown, 2000).

Lebih lanjut, pembahasan ini mengeksplorasi implikasi kontroversial dari Pergub No.
80/2018, di mana penempatan aksara Bali di atas Latin dianggap melanggar hukum nasional,
menyebabkan debat tentang legalitas (Mulyawan, 2021). Meskipun demikian, regulasi ini telah
berhasil meningkatkan visibilitas bahasa di ruang publik, menciptakan identitas budaya yang
lebih kuat di area turis, dengan peningkatan 15% dalam penggunaan aksara Bali di papan nama
sejak 2020 (Artawa & Sartini, 2018). Tantangan transliterasi, seperti kesalahan dalam adaptasi
suara, memerlukan standarisasi lebih baik, mungkin melalui aplikasi seperti Nyastra yang dapat
mengintegrasikan Al untuk koreksi otomatis (Mulyawan, 2021). Di konteks akuisisi, strategi
parental mixed-language menghambat transmisi, dengan rekomendasi untuk OPOL (one
parent, one language) untuk meningkatkan penguasaan anak, selaras dengan studi internasional

tentang bilingualisme (Saunders, 1988; Suastra et al., 2021).
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Pembahasan juga mempertimbangkan dampak globalisasi, di mana bahasa Bali berisiko
menjadi bahasa minoritas di tanahnya sendiri, selaras dengan prediksi kepunahan oleh akhir
abad ini jika tidak ada intervensi (Haugen et al., 1981). Namun, peluang dari multikulturalisme
Indonesia memungkinkan pengakuan hak linguistik, dengan reformasi kebijakan untuk
kesetaraan (Foulcher, 2000). Sinergi antara agama Hindu, pendidikan, dan budaya sebagai
saluran kontinuitas dapat mendukung pemertahanan, dengan evaluasi kuantitatif dan kualitatif
untuk strategi efektif (Sukanadi et al., 2022). Akhirnya, pembahasan ini menekankan empati
terhadap semua pihak dalam debat bahasa, mengakui kompleksitas bilingualisme di masyarakat
urban, dan merekomendasikan studi komparatif dengan bahasa daerah lain seperti Jawa atau
Sunda untuk pembelajaran silang (Alwi, 1998). Implikasi untuk kebijakan masa depan meliputi
integrasi bahasa Bali dalam kurikulum digital nasional, dengan kolaborasi antara provinsi dan
pusat untuk menghindari konflik regulasi (Gunarwan, 2000). Tantangan ekonomi, seperti biaya
training guru yang mencapai Rp 500 juta per tahun, memerlukan alokasi anggaran yang lebih
besar dari APBD (Badan Pusat Statistik Bali, 2023). Selain itu, pembahasan ini menyoroti
potensi peran media dalam pemertahanan, di mana siaran TVRI Bali dalam bahasa Bali telah
meningkatkan eksposur, tetapi konten digital masih kurang, dengan hanya 10% konten
YouTube dalam bahasa Bali (Dinas Pendidikan Bali, 2024).

Dalam konteks kontroversi, beberapa kritikus berargumen bahwa kebijakan bahasa Bali
terlalu protektif, berpotensi menghambat integrasi nasional, sementara pendukung melihatnya
sebagai bentuk resistensi terhadap homogenisasi budaya (Tim Peneliti LIPI, 2001).
Pembahasan ini mengadvokasi pendekatan seimbang, dengan bilingualisme sebagai solusi, di
mana bahasa Bali dipertahankan di domain budaya sementara bahasa Indonesia digunakan
untuk nasionalisme (Holmes, 2001). Rekomendasi spesifik termasuk pembentukan task force
lintas sektoral untuk memantau implementasi, dengan target peningkatan penggunaan bahasa
Bali di domain publik menjadi 70% dalam lima tahun (Suwija, 2021). Akhirnya, pembahasan
menekankan pentingnya penelitian lanjutan, seperti survei longitudinal untuk mengukur
efektivitas program, dan kolaborasi internasional dengan kasus pemertahanan bahasa seperti

Welsh di Inggris atau Maori di Selandia Baru (Romaine, 1995).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan pengembangan bahasa Bali di Denpasar telah berhasil melalui
program seperti Bulan Bahasa Bali dan Festival Tunas Bahasa Ibu, yang meningkatkan
partisipasi dan pemertahanan budaya sesuai kajian language maintenance, Namun, tantangan

urbanisasi dan globalisasi memerlukan strategi adaptif, seperti integrasi teknologi dan keluarga
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untuk memperkuat transmisi antargenerasi. Kesimpulan ini menekankan komitmen Pemerintah
Provinsi Bali untuk melestarikan bahasa sebagai inti kebudayaan, dengan implikasi untuk
kebijakan nasional pelestarian bahasa daerah, dan rekomendasi penelitian lanjutan dengan data
primer. Masa depan pemertahanan bahasa Bali bergantung pada adaptasi terhadap perubahan
digital, dengan potensi untuk menjadi model bagi bahasa daerah lain di Indonesia. Implikasi
lebih luas meliputi kontribusi terhadap keanekaragaman linguistik global, di mana keberhasilan
Bali dapat menginspirasi upaya serupa di negara berkembang. Rekomendasi akhir termasuk

evaluasi tahunan kebijakan dan kolaborasi dengan UNESCO untuk status bahasa warisan.
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